PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TENTANG PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN
PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTIK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan
Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman
Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan
yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3817);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan
Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan
Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan
Penggabungan, Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan;

5. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2010 tentang Konsultasi Penggabungan
atau Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan;

Memperhatikan:
Hasil Rapat Komisi tanggal 13 Oktober 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PEDOMAN PELAKSANAAN TENTANG PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN
PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTIK
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MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

1)

)

1)
)

Pedoman adalah dokumen Pedoman tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan
Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 2

Pedoman merupakan penjabaran penafsiran dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan
yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pedoman merupakan pedoman bagi:

a. Pelaku usaha dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan
Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat;

b. Komisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan
Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor
75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Pasal 3
Pedoman adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan standar minimal bagi Komisi dalam
melaksanakan tugasnya, yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
ini, serta mengikat semua pihak.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 18 Oktober 2010
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
KETUA,

Ttd.

PROF. DR. TRESNA P. SOEMARDI

2/2



Lampiran Peraturan Komisi Pengawas PersaingandJsah
Nomor : 13 Tahun 2010
Tanggal : 18 Oktober 2010

BAB |
LATAR BELAKANG

Tindakan penggabungan, peleburan dan/atau pengsimdnil, disadari atau tidak, akan
mempengaruhi persaingan antar para pelaku usalt@lain pasar bersangkutan dan
membawa dampak kepada konsumen dan masyarakatgaPemgan, peleburan atau
pengambilalihan dapat mengakibatkan meningkatreya laérkurangnya persaingan yang
berpotensi merugikan konsumen dan masyarakat. Bbuoggan, peleburan atau
pengambilalihan yang berakibat nilai aset dan/aitai penjualannya melebihi jumlah

tertentu wajib diberitahukan kepada Komisi, selandabatnya 30 (tiga puluh) hari

sejak tanggal tanggal penggabungan, peleburanpatagambilalihan. Ketentuan tentang
nilai aset dan/atau nilai penjualan serta tata paraberitahuan dimaksud telah diatur
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 20X@amg Penggabungan atau
Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan SahamsaRean yang Dapat

Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Pergan Usaha Tidak Sehat (PP No.
57/2010) sebagai pelaksanaan amanat Pasal 28 dand2zég Undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Peraaindsaha Tidak Sehat (UU

No. 5/1999).

Guna memberikan transparansi kepada pelaku usamaiskmenetapkan pedoman yang
jelas mengenai tahapan-tahapan penilaian yang ullidek oleh Komisi terhadap
penggabungan, peleburan atau pengambilalihan takmaga deskripsi dari aspek-aspek
yang akan dinilai oleh Komisi dalam menentukan apakuatu penggabungan, peleburan
atau pengambilalihan dapat mengakibatkan praktikapoli atau persaingan usaha tidak
sehat.

Pedoman ini akan menjelaskan mengenai penggabupegjaburan atau pengambilalihan
seperti apa yang dapat dinotifikasikan kepada Kipmosedur pemberitahuan
penggabungan, peleburan atau pengambilalihan, sfgekaspek yang akan dinilai oleh
Komisi dalam memberikan pendapatnya serta prose#onsultasi rencana
penggabungan, peleburan atau pengambilalihan elekiypusaha terhadap Komisi.



BAB I1
TUJUAN DAN CAKUPAN

Komisi dibentuk sebagai lembaga independen yaely 0lU No. 5/1999 diberi amanat
untuk mengawasi pelaksanaan undang undang tersgddah satu tugas Komisi dalam
Pasal 35 UU No. 5/1999 adalah menyusun pedoman lyarkgitan dengan pelaksanaan
UU No. 5/1999.

A. Tujuan

Tujuan dibentuknya Pedoman Penggabungan, PeleataarPengambilalihan adalah:

1. Agar terdapat kesamaan penafsiran terhadap Pasr2®asal 29 UU No. 5/1999
dan PP No. 57/2010, sehingga terdapat kepastiaonhudan dapat menghindari
terjadinya kekeliruan atau sengketa dalam penergjpan

2. Agar Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5/1999 dan PP5RIQ010 dapat senantiasa
diterapkan secara konsisten, tepat, dan adil.

3. Menjaga agar penggabungan, peleburan, dan pengdilmol senantiasa
meningkatkan efisiensi perekonomian sebagai saahpaya untuk meningkatkan
kesejahteraan nasional.

4. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usdak sehat oleh pelaku usaha
sebagai akibat dari penggabungan, peleburan ategapilalihan.

5. Mendorong penggabungan, peleburan atau pengarhbitlalyang bertujuan untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatsaha.

B. Cakupan Pedoman

Pedoman Pelaksanaan PP No. 57/2010 ini mencakogpofii semangat, dan arah
ketentuan dalam mempromosikan persaingan usahaseray melalui Penggabungan,
Peleburan atau Pengambilalihan. Dalam Pedoman iumaikdlan pula secara singkat
bentuk-bentuk Penggabungan atau Peleburan dan rRbigjéthan Saham dan tata cara
pemberitahuan dan konsultasi Penggabungan atalbuPate dan Pengambilalihan
Saham.

C. Sistematika Pedoman
BAB | Latar Belakang
BAB I Tujuan dan Cakupan Pedoman

Bab tersebut menjelaskan tentang tujuan pembuadonkan dan hal-hal
yang tercakup dalam cakupan pedoman.



BAB Il

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

Pengertian dan Penjabaran

Bab tersebut menjelaskan tentang pengertian penggah, peleburan
dan pengambilalihan menurut Pasal 28 dan Pasall2®ltd 5/1999 dan

PP No. 57 /2010 serta pengertian lain yang berhgdourdengan proses
merger.

Tata Cara Pemberitahuan dan Konsultasi Babhgngan, Peleburan dan
Pengambilalihan

Bab tersebut menjelaskan tentang tata cara pemlbesih dan konsultasi
menurut UU No. 5/1999 dan PP No. 57/2010.

Penilaian Penggabungan, Peleburan dan Pdnigdiman

Bab tersebut menjelaskan tentang penilaian penggaioy peleburan dan
Pengambilalihan oleh Komisi setelah diberitahukikofisultasikan oleh
pelaku usaha.

Aturan Sanksi
Bab tersebut menjelaskan tentang sanksi atas seng Pasal 28 dan
Pasal 29 UU No. 5/1999 dan PP No. 57/2010

Contoh Kasus
Bab tersebut menjelaskan contoh kasus penggabumpgdehuran dan
Pengambilalihan yang wajib diberitahukan kepada ikom

Penutup



BAB |11
PENGERTIAN DAN PENJABARAN

A. Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1.

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakolednsatu badan usaha
atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badahautin yang telah ada
yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badahaugang menggabungkan
diri beralih karena hukum kepada badan usaha yamgrnma penggabungan dan
selanjutnya status badan usaha yang menggabungkbardkhir karena hukum.

Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukam dle badan usaha atau
lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikatu badan usaha baru yang
karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva darirbadaha yang meleburkan
diri dan status badan usaha yang meleburkan dikbe karena hukum.

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dikuideh Pelaku Usaha
untuk mengambilalih saham badan usaha yang meradk&ib beralihnya
pengendalian atas badan usaha tersebut.

Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonolah satu atau lebih
Pelaku Usaha yang mengakibatkan dikuasainya prodaksatau pemasaran atas
barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbpkaaingan usaha tidak sehat
dan dapat merugikan kepentingan umum.

Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingampelatas usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaraandgaatau jasa yang
dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukatau menghambat
persaingan usaha.

Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usdhgabg berbentuk badan
hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankatu $enis usaha yang
bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuark umétmperoleh laba.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atdan basaha baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum ghdigkan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wildydtum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melapgrjanjian
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalamgoek@nomi.

Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usahaaebana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangakték Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Posisi Dominan adalah keadaan di mana pelaku usilamempunyai pesaing
yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitargaterpangsa pasar yang
dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi ¢gitidi antara pesaingnya di



pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampusnden, kemampuan
akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuak menyesuaikan
pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

10.Konsentrasi Pasar adalah fungsi dari jumlah peledaha dan pangsa pasarnya
masing-masing dari total nilai penjualan, totabhnkapasitas produksi, total nilai
cadangan atau total nilai pelanggan pada suatu passangkutan.

11.Pelaku Usaha Pengendali adalah pelaku usaha yamgliknesaham atau
menguasai suara lebih dari 50% (lima puluh persatgm Badan Usaha; atau
memiliki saham atau menguasai suara kurang dari ssena dengan 50% (lima
puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan meksmkebijakan pengelolaan
Badan Usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukgalpkaan Badan Usaha.

12.Konsultasi adalah permohonan saran, bimbinganatian pendapat tertulis yang
diajukan oleh pelaku usaha kepada Komisi atas nenpanggabungan, peleburan
atau pengambilalihan sebelum penggabungan, pelelateas pengambilalihan
berlaku efektif secara yuridis.

13.Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tah@8 féhtang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

B. Penggunaan Istilah

Terdapat banyak peristilahan yang dipergunakankumi&nggambarkan suatu peristiwa
yang secara esensi adalah sama. Undang-Undang Né@énorahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (UU No. 40/2007) menggunakdahigienggabungan, peleburan,
dan pengambilalihan. Sedangkan Peraturan Pemenidaior 28 Tahun 1999 tentang
Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank menggunakstilah merger, konsolidasi, dan
akuisisi sebagai padanan dari penggabungan, palelsian pengambilalihan. Beberapa
negara menggunakan istilah konsentrasi usahaak&over Meskipun UU No. 5/1999
menggunakan istilah penggabungan, peleburan, dagapwilalihan saham, namun
untuk keperluan Pedoman ini, Komisi menggunakaifalistmerger’ yang didalamnya
tercakup juga konsolidasi, akuisisi, penggabungagieburan, dan pengambilalihan
kecuali secara tegas Pedoman Merger ini menurgpkda salah satu bentuk peristiwa
tertentu.

Meskipun UU No. 40/2007 telah mendefinisikan apangyadimaksud dengan

penggabungan peleburan dan pengambilalihan, namomisK berpendapat bahwa
merger yang dimaksud dalam UU No. 5/1999 mencalemg@rtian yang lebih luas

dibanding dengan definisi dalam UU No. 40/2007 yaagya berlaku bagi Perseroan
Terbatas. Untuk itu Komisi perlu untuk menjelasigambaran mengenai merger yang
dimaksud oleh UU No. 5/1999.

Merger secara sederhana adalah tindakan pelaka yaag mengakibatkan:
1) Terciptanya konsentrasi kendali dari beberapkkpe usaha yang sebelumnya
independen kepada satu pelaku usaha atau satugak@ualaku usaha; atau



2) Beralihnya suatu kendali dari satu pelaku udapada pelaku usaha lainnya yang
sebelumnya masing-masing independen sehingga n&keip konsentrasi
pengendalian atau konsentrasi pasar.

Merger dapat berupa penggabungan, peleburan, dagamébilalihan sesuai dengan
ketentuan dalam UU No. 40/2007 atau berupa mekgarsolidasi, dan akuisisi sesuai
dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangagenai perbankan ataupun
berupa bentuk-bentuk lainnya seperti merger dianb@berapa firméontohnya firma
akuntan publik).

C. Bentuk-bentuk Merger:

Secara umum, merger terjadi apabila dua perusaatmanlebih yang masing-masing
independen, kemudian bergabung menjadi satu pexasalbaik karena bergabungnya
satu perusahaan kepada perusahaan lain, atau feelpeEaisahaan tersebut melebur ke
dalam satu perusahaan baru, atau beralihnya keatdalisatu perusahaan kepada pelaku
usaha lain. Secara grafis, merger dapat digambadaegai berikut:

Bentuk |/Penggabungan

' P9

X Y Y

Sebelum Setelah

A 4

Penjelasan Bentuk I/Penggabungan

Dalam merger bentuk ini, X menggabungkan dirinyaadap Y, sehingga secara hukum
X menjadi bubar sedangkan seluruh aktiva dan pasisecara hukum beralih kepada Y.
Demikian juga dengan pemilik saham, seluruh pensikam X secara hukum beralih
menjadi pemilik saham Y.




Bentuk I1/Pdeleburan

' '

X Y

Z

A 4
A

Sebelum Setelah

Penjelasan Bentuk Il/Peleburan

Dalam merger bentuk ini, baik X dan Y secara huknemjadi bubar, sedangkan seluruh
aktiva dan pasiva X dan Y secara hukum seluruheyalib kepada Z, suatu entitas baru.
Masing-masing pemilik saham X dan Y kemudian sebakaum beralih menjadi pemilik
saham Z.

Bentuk I11/Akuisisi Saham

”® 9% ®

X Y X Y

A B A | B

Sebelum Setelah

Penjelasan Bentuk Ill/Akuisisi Saham
Dalam merger bentuk ini, X mengambil alih kendaasaB sehingga X menjadi
pemegang saham dan pengendali dari B. Tidak adgaldean aktiva dan pasiva baik
dari B kepada X maupun sebaliknya.




Bentuk |VV/Takeover

4

X Y

P
X
Y

Sebelum Setelah

Penjelasan Bentuk IWakeover

Dalam merger bentuk ini, X membeli sebagian besham atas Y langsung dari pemilik
sahamnya sehingga Y menjadi anak perusahaan da@erjadi perpindahan kendali dari
pemegang saham Y kepada X. Badan hukum X dan }¥ bédap tanpa adanya peralihan
aktiva dan pasiva dari X kepada Y maupun sebaliknya

Bentuk V/Public Takeover

Pasar Modal Pasar Modal Pasar Modal Pasar Modal

4’ 0 ”

X Y X

A A Y

Sebelum Setelah

Penjelasan Bentuk Yublic Takeover

Merger bentuk ini serupa dengan bentukTidKeover perbedaannya dalam bentuk ini
transaksi saham terjadi melalui pasar modal. Y awnganak perusahaan X dan X
memiliki kendali terhadap Y.




BAB IV

TATA CARA PEMBERITAHUAN DAN KONSULTASI
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

A. Pendahuluan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU No. 5/1999Pdsal 5 PP No. 57/2010
pemberitahuan merger kepada Komisi wajib dilakugahng lama 30 (tiga puluh)

hari kerja sejak tanggal merger berlaku efektibsaguridis. Akan tetapi Pasal 10 PP
No. 57/2010 memberikan hak kepada pelaku usahak unelakukan Konsultasi

kepada Komisi secara sukarela baik secara tertmlaupun lisan sebelum

melaksanakan merger.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 29 UU No. 5/1@&8al 5 dan Pasal 10 PP No.
57 /2010 pengawasan merger dilakukan oleh Komlandaua bentuk, yaitu:

1. Post-evaluasi (Pemberitahuan);
2. Pra-evaluasi (Konsultasi).

B. Pemberitahuan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU No. 5/199%3geal 5 ayat (1) PP No.
57/2010, pengawasan merger yang diatur adalah pasga setelah merger
dilaksanakan fost-evaluation Artinya, setelah para pelaku usaha melakukan
penggabungan, peleburan atau pengambilalihan sahzaka perusahaan hasil
merger melakukan pemberitahuan kepada Komisi.

1. Syarat Pemberitahuan

Pelaku Usaha wajib untuk melakukan pemberitahuangenekepada Komisi
dalam hal memenuhi ketentuan:

a. Batasan Nilai
Batasan Nilai untuk melakukan pemberitahuan mekgpada Komisi adalah
apabila:

1) nilai aset badan wusaha hasil penggabungan ataubupate atau
pengambilalihan melebihi Rp2.500.000.000.000,0@ (gitiun lima ratus
miliar rupiah); atau

2) nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabutau peleburan
atau pengambilalihan melebihi Rp5.000.000.000.@0(Ma triliun
rupiah).



Sedangkan dalam bidang perbankan pelaku usaha waghakukan
pemberitahuan kepada Komisi apabila nilai aset madsaha hasil
penggabungan atau peleburan atau  pengambilalihan lebime
Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah);

Dalam hal merger dilakukan antar perusahaan bamk nde-bank, maka
batasan nilai yang berlaku adalah batasan nilaidding perbankan.

Nilai penjualan dan/atau aset hasil penggabungan peleburan adalah
jumlah nilai penjualan dan/atau aset yang dihitbaglasarkan penjumlahan
nilai penjualan dan/atau aset tahun terakhir yatghtdiaudit dari masing-
masing pihak yang melakukan merger ditambah dengkn penjualan
dan/atau aset dari seluruh badan usaha yang decgsung maupun tidak
langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Bad#saha yang
melakukan merger.

Dengan demikian, nilai aset dan/atau nilai penjusitdak hanya meliputi nilai
aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan gaglgkukan merger, tetapi
juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari p&nasn yang terkait secara
langsung dengan perusahaan yang bersangkutan sectkal, yaitu induk
perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tewdiag@nak perusahaan
sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah.

Badan Usaha Induk Tertinggi adalah pengendalintggti dari badan usaha
yang akan melakukan merger, sedangkan anak peamsghnag paling bawah
adalah badan usaha yang dikendalikan secara aggisung oleh perusahaan
yang akan melakukan merger. Pengertian dari istiladngendali” dan
“dikendalikan” dapat dilihat kembali pada BAB Il eRgertian dan
Penjabaran.

Sedangkan nilai aset dan/atau nilai penjualan deter companyatau
perusahaan dalam Badan Usaha Induk Tertinggi atiukiperusahaan yang
sama tetapi tidak memiliki hubungan pengendali atédendalikan dengan
perusahaan yang melakukan merger, tidak termasudaldim perhitungan
nilai asset atau nilai penjualan.

Nilai aset yang dihitung adalah nilai aset yanddb@si di wilayah Indonesia.
Sama halnya dengan nilai penjualan, yang dihitudadah nilai penjualan di
wilayah Indonesia (tidak termasuk eksport), baikig/derasal dari dalam
maupun penjualan yang bersumber dari luar wilapdonesia.

Dalam hal salah satu pihak yang melakukan mergenilikeperbedaan yang

signifikan antara nilai penjualan dan/atau niat &sleun terakhir dengan nilai
penjualan dan/atau aset tahun sebelumnya (terdafiath lebih besar dari

30%), maka nilai penjualan dan/atau asetnya dipito@rdasarkan rata-rata
nilai penjualan dan/atau aset 3 tahun terakhir.

Akuisisi saham yang menyebabkan beralihnya pelaaha pengendali dan
mengakibatkan kedua pelaku usaha atau kedua kelorpptaku usaha
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tersebut memenuhi batasan nilai penjualan wajiberddhukan kepada
Komisi.

b. Merger antarperusahaan yang tidak terafiliasi
Merger secara sederhana adalah tindakan pelaka yaaly mengakibatkan:

1) Terciptanya konsentrasi kendali dari beberapdakp usaha yang
sebelumnya independen kepada satu pelaku usahasatiaukelompok
pelaku usaha; atau

2) Beralihnya suatu kendali dari satu pelaku usikd@ada pelaku usaha
lainnya yang sebelumnya masing-masing independehingga
menciptakan konsentrasi pengendalian atau konsepasar.

Merger diantara perusahaan yang terafiliasi tidekumah struktur pasar dan
kondisi persaingan yang telah ada, sehingga tidakenuhi kriteria merger
sebagaimana dimaksud dalam Pedoman ini.

Berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP No. 57/2010, gengksud dengan
“terafiliasi” adalah:

a. hubungan antara perusahaan, baik langsung maupak tangsung,
mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaaelief;

b. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalidek langsung
maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

c. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama

Merger yang terjadi antar perusahaan yang sahardiendalikan oleh

Pemerintah (BUMN) tidak dianggap sebagai mergearapérusahaan yang
terafiliasi. Hal ini mengacu kepada Putusan KPPUnbioO7/KPPU-L/2007

tentang Dugaan Pelanggaran UU No. 5/1999 yanguk&ak oleh Kelompok

Usaha Temasek. Putusan KPPU tersebut dikuatkanRalelsan Kasasi MA
Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 10 September 29889 menyatakan
Pemerintah sebagai pemilik saham pada suatu peasatidak dapat
dikategorikan sebagai pelaku usaha.

2. Waktu Pemberitahuan

Pelaku usaha harus melakukan pemberitahuan palmigat 30 (tiga puluh) hari

sejak tanggal merger telah berlaku efektif secaralis. Untuk badan usaha yang
berbentuk Perseroan Terbatas, maka tanggal meedaku efektif secara yuridis

adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 133 AJ4@X007 pada bagian
penjelasan adalah tanggal:

a. Persetujuan menteri atas perubahan anggaran daakm dterjadi
Penggabungan;
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b. Pemberitahuan diterima menteri baik dalam hal dengeerubahan anggaran
dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat3No. 40/2007
maupun yang tidak disertai perubahan anggaran;ciesar

c. Pengesahan menteri atas akta pendirian persertaan Hal terjadi peleburan.

Dalam hal badan usaha yang melakukan merger tigakebtuk perseroan
terbatas, maka pemberitahuan dilakukan paling la@®dtiga puluh) hari sejak
tanggal ditandatanganinya kesepakatan merger alehgihak.

Komisi akan melakukan penilaian terhadap perusalieeil merger tersebut
untuk memberikan pendapat terhadap ada atau tidakinyaan praktik monopoli
dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

3. Prosedur Pemberitahuan

a. Pelaku usaha yang memenuhi syarat Pemberitahuagaetana dimaksud
pada poin 1 di atas, wajib memberitahukan secatalite kepada Komisi
dalam jangka waktu paling lama 30 hari (tiga pulld) kerja.

b. Pemberitahuan tersebut dilakukan secara tertukf ételaku usaha hasil
Penggabungan, Peleburan Badan Usaha atau Penddmabildaham dengan
cara mengisi formulir M1 untuk penggabungan badsaha, formulir K1
untuk peleburan badan usaha, dan formulir A1 upkrhgambilalihan saham
perusahaan.

c. Formulir pemberitahuan wajib disertai dengan dokeHtiekumen yang telah
dipersyaratkan serta dokumen lain yang dianggdp pkxh Komisi.

d. Komisi menerbitkan tanda terima pemberitahuan daempelajari
kelengkapan formulir serta dokumen yang dipersikarat

e. Komisi berhak untuk meminta dokumen tambahan delaku usaha dalam
hal dipandang perlu untuk melakukan penilaian.

C. Konsultas atas Rencana Merger

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 PP No. 57/20%@&lptaku usaha diberikan hak
untuk melakukan konsultasi atas rencana merger dieegéomisi. Konsultasi
dilakukan baik secara tertulis maupun lisan. Kaasil dapat diajukan kepada
Komisi apabila batasan nilai merger memenuhi kesmsebagaimana diatur dalam
Pasal 5 PP No. 57/2010. Konsultasi dilakukan sesakarela oleh pelaku usaha
kepada Komisi mengenai rencasaatu merger. Komisi mendorong para pelaku
usaha untuk melakukan Konsultasi guna meminimalkesiko kerugian yang
mungkin diderita oleh pelaku usaha jika mergerngpatl mengakibatkan praktik
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehatn&adi kemudian hari akan
dibatalkan oleh Komisi.

Penilaian yang diberikan oleh Komisi terhadap Kdasu merger tidak
menghapuskan kewenangan Komisi untuk melakukanlgmemi setelah merger.
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Namun, untuk menghindari redudansi penilaian teaapaderger yang sama melalui
Konsultasi dan Pemberitahuan, Komisi berkomitmetukitnanya melakukan satu
kali penilaian terhadap satu peristiwa merger,msaléidak ada perubahan material
atas data yang disampaikan oleh pelaku usaha @asdakensultasi merger atau
perubahan kondisi pasar yang material pada saatg@ahuan. Dalam hal terdapat
perubahan material atas data yang disampaikanpeleku usaha atau kondisi pasar,
maka Komisi akan menggunakan kewenangannya untldékoi@n penilaian ulang
terhadap Pemberitahuan setelah merger dilaksan&Meh. karena itu jika pelaku
usaha secara sukarela telah melakukan Konsultagka niKomisi tidak akan
mengubah penilaian terhadap Pemberitahuan. Meskiparikian, guna memenuhi
ketentuan Pasal 29 UU No. 5/1999, Pelaku Usaha tedaly melakukan Konsultasi
tetap memiliki kewajiban untuk melakukan Pemberttah kepada Komisi sesuai
dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57/200@ yaengatur mengenai
kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan Pembedta Merger kepada
Komisi.

1. Syarat Konsultas

Pelaku Usaha dapat melakukan Konsultasi mergerdeepamisi dalam hal
memenuhi ketentuan:

a. Dokumen merger tertulis

Pelaku usaha dapat melakukan Konsultasi mergedkegamisi selama telah
terdapat kesepakatan tertulis antar pelaku usaigatan melakukan merger,
misalnya berupaMemorandum of UnderstandinfMoU), Letter of Intent
(Lol), atau perjanjian dalam bentuk lainnya.

b. Batasan Nilai

Batasan Nilai untuk melakukan pemberitahuan mekgpada Komisi adalah
apabila:

1) nilai aset badan usaha hasil penggabungan ataubupahe atau
pengambilalihan melebihi Rp2.500.000.000.000,0@ (gitiun lima ratus
miliar rupiah); atau

2) nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabutau peleburan
atau pengambilalihan melebihi Rp5.000.000.000.@0(Ma triliun
rupiah); atau

Sedangkan dalam bidang perbankan pelaku usaha wagbakukan
pemberitahuan kepada Komisi apabila nilai aset madsaha hasil
penggabungan atau peleburan atau  pengambilalihan lebime
Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah);

Ketentuan mengenai tata cara perhitungan nilaidesemnilai penjualan untuk
pemberitahuan berlaku juga terhadap tata caratpadan nilai aset dan nilai
penjualan untuk konsultasi.
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c. Merger antarperusahaan yang tidak terafiliasi

Ketentuan mengenai merger antarperusahaan yank tedafiliasi dalam
pemberitahuan berlaku juga terhadap ketentuan mangemerger
antarperusahaan yang tidak terafiliasi dalam kaasul

2. Waktu Konsultasi

Tidak ada batasan waktu kapan Konsultasi dapatukién kepada Komisi, oleh
karena itu Konsultasi dapat dilakukan pada taha@pap sebelum merger selesai
dilaksanakan. Namun, Komisi mendorong Pelaku usahtuk melakukan
Konsultasi sedini mungkin kepada Komisi dengan nmertipbangkan kepastian
transaksi dari pihak-pihak yang akan melakukan eresgrta memperhitungkan
jangka waktu penilaian Konsultasi.

3. Prosedur Konsultas

a. Pelaku usaha yang memenuhi syarat Konsultasi siebaga dimaksud pada
poin 1 di atas, dapat melakukan Konsultasi, baglasetertulis maupun lisan
kepada Komisi.

b. Konsultasi secara tertulis dilakukan oleh selur@iaku usaha yang akan
melakukan penggabungan atau peleburan atau olelakupelusaha
pengambilalih, dengan cara mengisi formulir M2 knpenggabungan badan
usaha, formulir K2 untuk peleburan badan usaha, fdemulir A2 untuk
pengambilalihan saham perusahaan.

c. Formulir Konsultasi wajib disertai dengan dokumekamen yang telah
dipersyaratkan serta dokumen lain yang dianggdp pkxh Komisi.

d. Komisi menerbitkan tanda terima konsultasi dan nedajari kelengkapan
formulir serta dokumen yang dipersyaratkan.

e. Formulir dan dokumen yang telah dinyatakan lengkégh Komisi akan
ditindaklanjuti dengan proses Penilaian Awal. Diamya proses Penilaian
Awal diberitahukan secara tertulis oleh Komisi kdgp&elaku usaha.

f. Komisi berhak untuk meminta dokumen tambahan delaku usaha dalam
hal dipandang perlu untuk melakukan penilaian.

D. Merger Asing

Pada prinsipnya Komisi berwenang untuk mengendalikemerger yang
mempengaruhi kondisi persaingan pada pasar domkstidnesia. Merger asing
yang terjadi di luar wilayah yurisdiksi Indonesidak menjadi perhatian Komisi
selama tidak mempengaruhi kondisi persaingan daknésamun Komisi memiliki

wewenang dan akan melaksanakan kewenangannya dprhaerger tersebut
seandainya merger tersebut mempengaruhi pasar tlonlesionesia dengan
memperhatikan efektivitas pelaksanaan kewenangam gianiliki oleh Komisi.
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Yang dimaksud dengan merger asing ialah merger yaemenuhi faktor-faktor
sebagai berikut:

1. Merger dilakukan di luar yurisdiksi Indonesia
2. Berdampak langsung pada pasar Indonesia, yaitu:

a. Seluruh pihak yang melakukan merger melakukan kagiasaha di Indonesia
baik secara langsung maupun tidak langsung, migaimlalui perusahaan di
Indonesia yang dikendalikannya; atau

b. Hanya satu pihak yang melakukan merger melakukapaten usaha di
Indonesia namun pihak lain di dalam merger menmgémjualan ke Indonesia

3. Merger memenuhi batasan nilai
4. Merger antarperusahaan yang tidak terafiliasi

Komisi memiliki kewenangan terhadap merger yang erarhi keempat faktor di
atas. Pelaku Usaha yang melakukan merger asingbtérsnemiliki kewajiban
hukum yang sama untuk melakukan pemberitahuan kefgadhisi dan berhak untuk
melakukan Konsultasi atas rencana mergernya kefauwtgsi.

Sedangkan untuk merger yang dilakukan oleh pihakga®rhadap pelaku usaha
Indonesia (misal akuisisi saham perusahaan lokath @erusahaan asing), tidak
dianggap sebagai merger asing, namun dianggap aebmsgger pada umumnya,
karena merger tersebut tidak terjadi di luar yuksidndonesia.

Untuk bentuk merger dengan unsur asing lainnya, iioakan melakukan penilaian
kasus per kasus dan menilai apakah merger bersangkiemiliki dampak terhadap
persaingan pada pasar domestik serta apakah keganiomisi dapat efektif untuk
dilaksanakan.
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BAB V
PENILAIAN MERGER

A. Penilaian Komis

Pasal 28 UU No. 5/1999 menyatakan bahwa mergeradigaapabila mengakibatkan

praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sdPiktik monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat tersebut terjadi jika setelahgemePelaku usaha dapat diduga
melakukan perjanjian yang dilarang, kegiatan yaitgyahg, dan/atau penyalahgunaan
posisi dominan. Untuk menilai apakah suatu mergapatl menimbulkan praktik

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat,idkakan melakukan penilaian

terhadap Pemberitahuan maupun Konsultasi mergdagatkan analisis:

Konsentrasi Pasar;

Hambatan Masuk Pasar;

Potensi Perilaku Anti Persaingan;

Efisiensi; dan/atau

Kepailitan

agbrwNE

1. Konsentras Pasar

Konsentrasi pasar merupakan indikator awal untukilaieapakah Penggabungan
Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pendémhil&aham Perusahaan dapat
mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/aRersaingan Usaha Tidak Sehat.
Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaloa,Pahgambilalihan saham
perusahaan yang menciptakan konsentrasi pasarhréiddé berpotensi mengakibatkan
Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha TidakaSeSebaliknya Penggabungan
Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pendémhilaaham perusahaan yang
menciptakan konsentrasi pasar tinggi berpotensi galébatkan Praktik Monopoli
dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat bergantutsy gaalisis lainnya pada pasar
bersangkutan.

Langkah analisis konsentrasi pasar diawali dengdebih dahulu mendefinisikan
Pasar Bersangkutan. Pasar bersangkutan sesuandeasg@a 1 angka 10 UU No. 5/1999
adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan aewahd pemasaran tertentu oleh
pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang samsegnis atau substitusi dari barang
dan atau jasa tersebut.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Pasar Bersamgkdégpat dilihat pada
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Noriah@n 2009 tentang Pedoman
Penerapan Pasal 1 angka 10 tentang Pasar BersamgRerkom No. 3/2009) mengenai
Pasar Bersangkutan yang diterbitkan oleh Komisi.

Secara umum, terdapat beberapa cara untuk meundta &onsentrasi pasar yaitu
dengan menghitun@oncentration RatiqCRn) atau dengan menggunakderfindahl-
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Hirschman IndeXHHI). Untuk keperluan penilaian merger, Komisaakmenggunakan
HHI namun dalam hal penerapan HHI tidak dimungkmkanaka Komisi akan
menggunakan penilaian CRn atau metode lain yang umgkmnkan untuk
menggambarkan tingkat konsentrasi pasar.

Nilai HHI diperoleh dari jumlah kuadrat dari pangsssar seluruh pelaku usaha di
pasar bersangkutan. Misal dalam suatu pasar béxgamgterdapat 6 pelaku usaha
dengan masing-masing pangsa pasar sebagai berikdig%, B: 20%, C: 10%, D: 30%,
E: 10%, dan F. 15%. Maka nilai HHI pada pasar begkatan tersebut sebelum merger
adalah 15+ 20° + 10 + 3¢ + 10 + 15 = 1950. Jika perusahaan A dan B melakukan
merger, maka HHI pasca merger pada pasar bersamgadalah (15+20) 10 + 30 +
10° + 15 = 2550.

Dalam hal Komisi tidak dapat menghitung HHI kesehan pada pasar
bersangkutan, maka Komisi akan memfokuskan pemgtnitHHI berdasarkan mayoritas
perusahaan yang diketahui pangsa pasarnya megsamgsa pasar dari perusahaan yang
kecil tidak diketahui.

Secara Umum, Komisi membagi tingkat konsentrasaipks dalam dua spektrum
berdasarkan nilai HHI pasca merger, yaitu spektrfkonsentrasi rendah) dengan nilai
HHI dibawah 1800, dan spektrum Il (konsentrasidipglengan nilai HHI di atas 1800.
Pada ilustrasi di atas, jika A dan B melakukan menmgaka konsentrasi pasar pasca
merger masuk ke dalam spektrum Il karena telahmzdai 1800.

Dalam spektrum I, Komisi menilai tidak terdapat kaWatiran adanya praktik
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat giakdatkan oleh rencana merger.
Hal ini didasarkan pada HHI industri secara rata-di Indonesia masih di atas 2000,
oleh karena itu merger yang menghasilkan HHI kurdag 1800 tidak mengubah
struktur pasar yang telah ada sebelumnya dan mlangkan kekhawatiran Komisi
terhadap dampak praktik monopoli dan persaingahamsdak sehat pasca merger.

Dalam spektrum I, jika perubahan HHI sebelum datelah merger tidak
mencapai 150, maka Komisi menilai tidak terdapakhkevatiran adanya praktik
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehah&grerubahan struktur pasar yang
terjadi tidak cukup signifikan. Dalam proses kotesil penilaian Komisi tidak akan
dilanjutkan ke tahap Penilaian Menyeluruh. Namulamahal perubahan HHI tersebut
melebihi 150, maka Komisi akan menilai aspek-asip@k dalam menentukan apakah
merger tersebut mengakibatkan praktik monopoli giatsaingan usaha tidak sehat.
Aspek-aspek lain yang dimaksud adalah hambatan kmgssar, kemungkinan adanya
potensi perilaku anti persaingan, capaian efisjeseita kemungkinan keluarnya pelaku
usaha dari pasar tanpa melakukan merger. Dalamegpr&snsultasi, Komisi akan
melanjutkan penilaian ke tahap Penilaian Menyeluruh

Dalam ilustrasi perhitungan HHI di atas, jika A d8&nhmelakukan konsultasi
merger, maka Komisi akan melanjutkan penilaianakep Penilaian Menyeluruh karena
perubahan HHI sebelum dan pasca merger telah malarhp0, yaitu 300.

Dalam spektrum Il dengan perubahan di atas 150seddrasi pasar yang tercipta
akibat merger semakin tinggi namun konsentrasi rpéisggi semata tidak dapat
digunakan sebagai satu-satunya faktor untuk mekgatamerger yang dilakukan
berdampak negatif pada persaingan. Perlu dilakplegmlaian terhadap kriteria-kriteria
lain dalam menilai apakah merger tersebut dapatgaiebatkan terjadinya praktik
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
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2. Hambatan Masuk ke Pasar (Entry Barrier)

Tanpa adanya Hambatan Masuk Pasar, Pelaku Usalta pasrger dengan
penguasaan pangsa pasar yang besar akan kesuliigkh melakukan perilaku anti
persaingan, karena setiap saat dapat dihadapk@améskanan persaingan dari pemain
baru di pasar.

Sebaliknya, dengan eksistensi hambatan masuk pasar tinggi, Badan Usaha
hasil Penggabungan, Badan Usaha hasil PelebuanPaiaku Usaha yang melakukan
Pengambilalihan saham perusahaan lain dengan pEEgugpasar menengah memiliki
kemungkinan untuk menyalahgunakan posisinya unt@kgiambat persaingan atau
mengeksploitasi konsumen karena pemain baru aladitean untuk memasuki pasar dan
memberikan tekanan persaingan terhadap Pelaku Yaalbaelah ada di dalam pasar.

Komisi menilai setidaknya Hambatan Masuk Pasarirteadas: (1). Hambatan
absolut berupa regulasi pemerintah, lisensi peradrirhak kekayaan intelektual. (2).
Hambatan struktural berupa kondisi penawaran damiptan, dalam hal ini misalnya
jika incumben menguasasupplyyang diperlukan untuk melakukan produksi (misalnya
sumber daya alam), perusahaan yang ada menguaeas whadap tekonologi tinggi,
network effectyang kuat, skala ekonomsunk costyang besar dan biaya yang harus
dikeluarkan jika konsumen beralih ke produk lagorisumer’'s switching cgstang
tinggi. (3) Hambatan berupa keuntungan strategisg ydinikmati olehincumbent
misalnyafirst mover advantageperilakuincumbentyang aggresive terhadap pendatang
baru, diferensiasi produk yang banyghng danbundling atau perjanjian distribusi yang
bersifat ekslusif.

Indikasi adanya Hambatan Masuk Pasar yang tingoatddilihat dari data historis
jumlah pelaku usaha di dalam Pasar Bersangkutantatam ke tahun, jumlah pelaku
usaha potensial yang masuk ke dalam Pasar Berdanglperbandingan antara biaya
yang diperlukan masuk ke pasar dengan pendapatandiperkirakan dari pasar serta
waktu yang dibutuhkan untuk mengganti biaya tersdha lain-lain.

Analisis terhadap hambatan masuk pasar tidak hargraperhatikan kemudahan
pemain baru memasuki pasar, namun kekuatan peraaintérsebut juga harus cukup
imbang dalam memberikan tekanan persaingan, datuwakg diperlukan untuk masuk
ke dalam pasar tidak terlalu lama agar dapat mekametekanan persaingan. Jika ketiga
hal ini terpenuhi maka sulit bagi perusahaan pasesger untuk berperilaku anti
persaingan, karena kondisi persaingan dapat terjagéa dengan kehadiran pemain baru
di pasar.

Tindakan anti persaingan yang mungkin dilakukah plelaku usaha dalam kondisi
Hambatan Masuk Pasar yang tinggi dapat dilakukadisd€tindakan unilateral) ataupun
bersama dengan pesaingnya (tindakan kolusif).

3. Potens Perilaku Anti Persaingan

Unilateral Effect
Merger yang melahirkan satu Pelaku Usaha yangfrd@atinan terhadap Pelaku
Usaha lainnya di pasar, memudahkan Pelaku Usababtdr untuk menyalahgunakan

18



posisi dominannya demi meraih keuntungan yang selbesarnya bagi perusahaan dan
mengakibatkan kerugian bagi konsumen (tindakaraterdl).

Tindakan unilateral dapat dilakukan baik kepadalkelusaha lainnya yang lebih
kecil maupun langsung kepada konsumen secara kaisatu Akibat dari tindakan-
tindakan tersebut berakibat pada terhambatnya ipgesa yang diindikasikan melalui
harga yang tinggi, kuantitas produk yang berkurat& menurunnya layanan purna jual.

Skenario umum terhadap tindakan unilateral yangi aersaingan adalah
perusahaan A merger dengan perusahaan B, dimapa taarger jika perusahaan A
menaikkan harga jualnya, maka konsumen dapat beredmbeli produk dari perusahaan
B dan pesaing lainnya. Dengan melakukan mergeram@rusahaan A dan B, maka
kerugian yang diderita oleh perusahaan A dengaraikiem harga jualnya akan tetap
dinikmati karena konsumen beralih membeli produaBg menjadi satu kesatuan usaha
dari perusahaan A.

Lebih jauh lagi, perusahaan lain di pasar akantturanaikkan harga jualnya
karena hal tersebut tetap menguntungkan mengingatsuknen mengalihkan
pembeliannya karena adanya kenaikan harga darsgieman A pasca merger. Dalam
skenario ini maka seluruh konsumen akan dirugikareda harus membayar lebih
terhadap produk yang sama pasca merger dilaksanakan

Skenario lain adalah dampak anti persaingan dadiakan unilateral yang tidak
disebabkan oleh kenaikan harga. Yaitu, jika pasesger maka kondisi persaingan tidak
memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaak ureciptakan produk dengan
kualitas terbaik, atau menambah jenis produknygatiar, sehingga merger tersebut
menekan inovasi bagi perusahaan-perusahaan yarj pasar.

Hal lain yang penting untuk diperhatikan dalam resnkemungkinan adanya
tindakan unilateral pasca merger adalah eksist@ager Power.Meskipun perusahaan
pasca merger menjadi sangat dominan di pasar, n&mberadaan pembeli dengan
kekuatan besar akan mencegah kemampuan perusahasca pmerger untuk
menggunakan kekuatan pasar yang dimilikinya.

Komisi akan melakukan analisis terhadap selurufofataktor yang relevan guna
menilai ada tidaknya insentif pelaku usaha hasitgere dalam melakukan tindakan-
tindakan yang anti persaingan secara unilateratigioantara lain akan memperhatikan
dan mempertimbangkan: rencana usaha dari perusaymam melakukan merger,
dokumen rencana merger, dokumen analisis pasayntmkmarket inteligent serta
dokumen-dokumen lainnya yang dapat menunjukkanrkizengan tindakan unilateral
pasca merger dilaksanakan.

Coordinated Effect

Sebaliknya, dalam hal merger tidak melahirkan Reldksaha yang dominan di
pasar, namun masih terdapat beberapa pesaing ilagnifmaka merger tersebut
memudahkan terjadinya tindakan anti persaingan yhladukan secara terkoordinasi
dengan pesaingnya baik secara langsung maupundioiggung (tindakan kolusif).

Dalam hal merger tidak melahirkan pelaku usaha ydominan di pasar, namun
masih terdapat beberapa pesaing signifikan, makiabswgi pelaku usaha hasil merger
untuk berperilaku anti persaingan karena akan npatdakanan persaingan efektif dari
pelaku usaha pesaingnya.
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Meskipun demikian, berkurangnya jumlah pelaku usdhpasar sebagai akibat
merger yang terjadi, dapat memudahkan atau senma&mperkuat terjadinya tindakan
anti persaingan yang dilakukan bersama-sama demgs@ingnya tersebut, yang
diindikasikan melalui harga yang tinggi, kuantitpsoduk yang berkurang, atau
menurunnya layanan purna jual.

Agar berhasil melakukan tindakan yang terkoordireagara pesaing, setidaknya
ada tiga kondisi yang perlu dipenuhi: (1). Adanygarat koordinasi yang bisa
diidentifikasi, misalnya acuan harga (2). Adanyskamesme hukuman yang efektif bagi
peserta yang melanggar perilaku terkoordinasi T8kanan persaingan terlalu lemah
untuk menyebabkan perilaku terkoordinasi menjadiaki stabil. Kondisi hisstoris
persaingan pada suatu pasar menjadi penting untlktatui dalam menilai
kecenderungan ada atau tidaknya atau semakin nteyguzerilaku terkoordinasi pasca
merger.

Dalam melakukan analisis terhadap ketiga kriteria aths, Komisi akan
memperhatikan antara lain: sejauh mana pasar @earspsehingga antarpesaing bisa
saling mengetahui strategi persaingan masing-massgpberapa homogen atau
terdiferensiasi produk yang dijual di pasar, ketbeaa perusahaan “maverick” di pasar
yang dapat menyebabkan ketidakstabilan perilakkotedinasi, keterkaitan erat antar
pesaing misalnya melalui kepemilikan saham silaag kesamaan komisaris dan direksi,
data historis tentang kemudahan masuknya pemainddgrasar, adanyauyer powerdi
pasar yang dapat memecah perilaku terkoordinasn la-hal lain yang dapat
menunjukkan kecenderungan timbul atau semaki mengaiaperilaku terkoordinasi
pasca merger.

Market Foreclosure

Merger yang dilakukan secara vertikal dapat meakg terhalangnya akses
pesaing baik pada pasar hulu maupun pasar hilinggh mengurangi tingkat persaingan
pada pasar hulu atau pasar hilir tersebut.

Merger vertikal pada umumnya tidak menimbulkan dakngseserius merger
horisontal, karena merger horisontal langsung miealgustruktur pasar sedangkan
merger vertikal tidak langsung mengubah struktsiapa

Merger vertikal adalah merger yang terjadi di dalanatu mata rantai proses
produksi atau pemasaran, misalnya antara pelakoausamasok bahan baku dengan
pelaku usaha manufaktur, atau pelaku usahalesalerdengan pelaku usahetailer dan
seterusnya.

Dalam kondisi tertentu, perusahaan hasil merger pnamenaikkan biaya yang
diperlukan pesaing untuk menjual produknya ke pasaisalnya dengan tidak
memberikan akses terhadap jaringan distribusi kegasbaingnya, atau memberikan
akses namun dengan harga yang diskriminatif. AEugahaan hasil merger menguasai
pasar input sehingga menolak untuk memasok atauaswadengan harga yang lebih
tinggi kepada pesaingnya.

Pada sisi lain, merger vertikal juga berpotensiukntmemfasilitasi perilaku
terkoordinasi dalam vertikal merger menyebabkamsparansi pasar semakin meningkat,
adanya kepemilikan saham silang, atau interaksp ysemakin intens antar pesaing
melalui perusahaan di pasar lamulti-market contac)s Dampak yang ditimbulkan
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adalah sama dengan dampak dari perilaku terkoaidyzang dapat ditimbulkan dalam
merger horisontal.

Hal pertama yang menjadi perhatian Komisi dalam rhatger vertikal adalah
adanya kekuatan pasar atau posisi dominan yanglikdisieh perusahaan yang
melakukan merger, baik pada pasar hulu maupun padar hilir. Tanpa adanya
kekuatan pasar atau posisi dominan yang dimiliggilkkemungkinan merger vertikal
dapat mengarah pada tindakan yang dapat menyebaldapak unilateral maupun
terkoordinasi di pasar. Oleh karena itu dalam mlos&onsultasi, untuk merger vertikal
Komisi tidak akan melanjutkan penilaian ke tahapiB&an Menyeluruh jika kelompok
usaha yang melakukan merger tidak memiliki postshithan di pasar hulu atau pasar
hilir.

Hal lain yang akan dipertimbangkan Komisi adalaharg@ insentif bagi
perusahaan hasil merger untuk menutup akses pebaikgpada pasar hulu maupun
pasar hilir. Selain itu Komisi akan memperhatikgralkah konsumen diuntungkan atau
dirugikan dengan adanya merger vertikal tersebualmeperhitungan efisiensi pasca
merger.

4. Efidens

Dalam hal merger bertujuan untuk meningkatkan ez, maka perlu dilakukan
perbandingan antara efisiensi yang dihasilkan derdmmpak anti persaingan yang
ditimbulkannya. Dalam hal nilai dampak anti pergaim melampaui nilai efisiensi yang
diharapkan dicapai dari merger, maka persaingam ysmat akan lebih diutamakan
dibanding dengan mendorong efisiensi bagi PelakahblsPersaingan yang sehat baik
langsung maupun tidak langsung akan dengan seyalinrelahirkan Pelaku Usaha yang
lebih efisien di pasar.

Argumen efisiensi harus diajukan oleh Pelaku usamg akan melakukan merger
dengan menunjukkan perhitungan efisiensi yang dKaas oleh merger yang
bersangkutan dan keuntungan yang akan dinikmah kéesumen sebagai hasil dari
efisiensi tersebut. Komisi akan melakukan penelisacara mendalam terhadap argumen
efisiensi yang diajukan oleh pelaku usaha tersebut.

Argumen efisiensi yang diajukan oleh Pelaku Usa@at mencakup penghematan
biaya, peningkatan penggunaan kapasitas yang &lah peningkatan skala atau skop
ekonomi, peningkatan jaringan atau kualitas prodiak, hal-hal lain sebagai akibat dari
merger yang dilakukan.

Efisiensi cenderung berdampak terhadap penurunegatdalam jangka pendek
jika perusahaan hasil merger melakukan penghemiaidradapvariable costatau
marginal cost Sebaliknya, penghematan terhad&med costpada umumnya tidak
berdampak terhadap penurunan harga dalam jangkkelaehingga efisiensi dalam hal
ini tidak dinikmati oleh konsumen secara langsu@igh karena itu Komisi menekankan
pentingnya argumen efisiensi secara jelas membadaktara penghematan terhadap
variable costmarginal costataufixed cost
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5. Kepailitan

Dalam hal alasan Pelaku Usaha melakukan mergealadaituk menghindari
terhentinya Badan Usaha tersebut untuk beroperasashr/industri, maka diperlukan
suatu penilaian. Dalam hal kerugian konsumen lebdar apabila Badan Usaha tersebut
keluar dari pasar/industri dibanding jika Badan hisatersebut tetap berada dan
beroperasi di pasar/industri, maka tidak terdapskh&watiran berkurangnya tingkat
persaingan di pasar berupa Praktik Monopoli dan/&arsaingan Usaha Tidak Sehat
yang diakibatkan dari merger tersebut.

Argumen kepailitan harus diajukan oleh Pelaku ugaimg akan melakukan merger
dengan menunjukkan tanpa adanya merger, pelakuaugahg bersangkutan akan
mengalami kepailitan, dan hanya dengan merger lkepaiersebut dapat dihindari.

Dalam menilai argumen kepailitan ini, Komisi akaremperhatikan beberapa
faktor antara lain: (1) perusahaan dalam kondisiakgan yang tidak tertolong lagi
sehingga tanpa merger akan menyebabkan perusatraabut akan keluar dari pasar
dalam jangka waktu dekat, (2) perusahaan tidak ogkinkan untuk melakukan
reorganisasi usaha untuk menyelamatkan kelangsumdapnya (3) tidak ada alternatif
lain yang tidak anti persaingan selain merger dalpaya penyelamatan dari kepailitan.

Dalam hal Komisi berpendapat bahwa kondisi persaingdak akan berkurang
atau tidak mengalami perubahan apabila badan usaisabut tidak keluar dari
pasar/industri dibanding jika badan usaha tersddalar dari pasar/industri, maka
Komisi kemungkinan tidak akan melihat adanya keldtaan berupa praktik monopoli
atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibdtkamerger tersebut.

B. Prosedur Penilaian Pemberitahuan

Sesuai dengan Pasal 29 UU No. 5/1999, pelaku ushWwajibkan untuk
memberitahukan hasil merger selambat-lambatnyatig@ puluh) hari sejak tanggal
penggabungan atau peleburan badan usaha dan pelajjaerb saham perusahaan
berlaku efektif secara yuridis.

Dalam hal pelaku usaha telah melakukan Konsultaska Komisi tidak akan
melakukan penilaian ulang terhadap Pemberitahuargeneyang disampaikan oleh
pelaku usaha sepanjang tidak terdapat perubaharatat kondisi pasar yang material.
Perubahan data atau kondisi pasar dianggap matartara lain:

a. Berkurangnya jumlah pelaku usaha dalam pasar lgkstan yang memiliki
tingkat konsentrasi tinggi (spektrum 2), sehinggangurangi tingkat persaingan
secara signifikan yang ditandai dengan perubaHanHti1 lebih dari 500;

b. Perubahan rencana kebijakan pasca merger dan shkisbagaimana tertuang
dalam huruf f Formulir Pemberitahuan;atau

c. Nilai HHI pasca merger saat Konsultasi di bawah 0l8amun pada saat
Pemberitahuan diperoleh nilai HHI diatas 1800.
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Apabila pelaku usaha tidak melakukan Konsultaseksgbnya, maka Komisi akan
melakukan penilaian perusahaan hasil merger sesuman ketentuan penilaian yang
dilakukan terhadap pelaku usaha yang melakukan {iaxss.

1. Alur Penilaian Pemberitahuan

Komisi melakukan Penilaian Menyeluruh terhadap badsaha hasil merger yang
hasilnya dikeluarkan selambat-lambatnya 90 (semlgtduh) hari sejak formulir dan
dokumen pemberitahuan lengkap. Hasil penilaian adanr ada tidaknya dugaan
praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidaktsstas hasil penggabungan atau
peleburan badan usaha dan pengambilalihan saharsapaan yang didasarkan pada
Konsentrasi Pasar, Hambatan Masuk Pasar, PotengakBe Anti Persaingan,
Efisiensi; dan/atau Kepailitan

Prosedur penilaian oleh Komisi terhadap Pember@ahuerger dapat digambarkan
melalui skema sebagai berikut:
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Penjelasan M engenai Alur Penilaian Pemberitahuan Merger

1.

Pelaku usaha yang telah melakukan merger dan méineyarat harus
melakukan Pemberitahuan kepada Komisi paling lard@4dtiga puluh) hari sejak
penggabungan atau peleburan badan usaha dan peélajjaarb saham
perusahaan berlaku efektif secara yuridis. Syaaaigydimaksud dapat dilihat
pada Bab 1V.B.1

Pemberitahuan tersebut dilakukan secara tertuleh dPelaku usaha hasil
Penggabungan, Peleburan Badan Usaha atau Penddrabiaham dengan cara
mengisi formulir M1 untuk penggabungan badan usdbenulir K1 untuk
peleburan badan usaha, dan formulir Al untuk pebgalinan saham
perusahaan.

Formulir pemberitahuan wajib disertai dengan dokehziekumen yang telah
dipersyaratkan serta dokumen lain yang dianggdp pegh Komisi.

Komisi menerbitkan tanda terima pemberitahuan dampelajari kelengkapan
formulir serta dokumen yang dipersyaratkan.

Komisi berhak untuk meminta tambahan data dan/dtéumen kepada pelaku
usaha apabila diperlukan dalam proses penilaian.

Formulir dan dokumen yang telah lengkap oleh Konaikan ditindaklanjuti
dengan dimulainya Penilaian. Dimulainya proses lpgam diberitahukan secara
tertulis oleh Komisi kepada Pelaku usaha.

. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (semlgldah) hari kerja Komisi

akan melakukan Penilaian atas Pemberitahuan yadaguklan Pelaku Usaha.
Penilaian tersebut berupa penilaian mengenai adakmntya kekhawatiran
terjadinya praktik monopoli dan atau persainganhasdidak sehat atas
penggabungan atau peleburan badan usaha dan/atgang®lalihan saham
perusahaan

Dalam proses penilaian Komisi akan mengumpulkaa din informasi dari
berbagai pihak seperti, pesaing, konsumen, peraéridan pihak-pihak lain yang
dianggap perlu.

Komisi akan mengeluarkan Pendapat Komisi terhadapil hmerger yang
disampaikan kepada pelaku usaha yang bersangkaanmgngumumkannya
sekurang-kurangnya melalui website Komisi.

. Output Penilaian Pemberitahuan

Hasil dari penilaian yang dilakukan oleh Komisi lattaberupa pendapat Komisi atas
merger. Terdapat tiga kemungkinan pendapat Koyasi,:

a.

b.

Pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli pa@saingan usaha tidak
sehat yang diakibatkan merger.

Pendapat adanya dugaan praktik monopoli atau pegaaiusaha tidak sehat
yang diakibatkan merger.
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C. Prosedur Penilaian Konsultas

Pelaku usaha yang telah memiliki rencana yang rgatatuk melakukan merger dan
telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Konapatl melakukan Konsultasi kepada
Komisi. Konsultasi dapat dilakukan baik secaranisaaupun tertulis. Namun untuk
kepastian bagi pelaku usaha, maka Komisi mendoaay setiap konsultasi selalu
dilakukan atau bermuara pada konsultasi tertujiméle Komisi.

1. Alur Penilaian Konsultasi

Penilaian terhadap konsultasi tertulis dilakukarnamia dua tahap, yaitu tahap
Penilaian Awal paling lama dalam jangka waktu 30 lkarja sejak formulir dan

dokumen konsultasi tertulis telah lengkap. Bila edipkan, Komisi dapat

memperpanjang ke tahap Penilaian Menyeluruh pédimg 60 hari kerja.

Prosedur penilaian oleh Komisi terhadap rencan@@netapat digambarkan melalui
skema sebagai berikut:

26



Tidak ada dugaan |«—

1800>
A <150

Rencana
Merger

Memenuhi
Syarat

Konsultasi
Tertulis

Tidak perlu
konsultasi

Formulir &
Dokumen
Lengkap

Tldak

Penilaian
Awal

1800>
150> A

.

Penilaian
Menyeluruh

Pendapat KPPU

-~

Permintaan
Kelengkapan

max

hari
kerja

27



Penjelasan M engenai Alur Penilaian Konsultasi M erger

1.

2.

Pelaku usaha yang akan melakukan merger dan tetamenuhi persyaratan dapat
melakukan Konsultasi kepada Komisi

Konsultasi dilakukan secara tertulis oleh Pelakuahas mengenai rencana
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan PdatjhaxbSaham Perusahaan
dengan cara mengisi formulir M2 untuk penggabunigadan usaha, formulir K2
untuk peleburan badan usaha, dan formulir A2 unpekgambilalihan saham
perusahaan.

Formulir Konsultasi wajib disertai dengan dokumekuwmen yang telah
dipersyaratkan serta dokumen lain yang dianggdp pkxh Komisi.

Komisi menerbitkan tanda terima pemberitahuan dampelajari kelengkapan
formulir serta dokumen yang dipersyaratkan.

Komisi berhak untuk meminta tambahan data danfa&umen kepada pelaku usaha
apabila diperlukan dalam proses penilaian.

Formulir dan dokumen yang telah lengkap akan diafkhehjuti dengan proses
Penilaian Awal. Dimulainya proses penilaian diladmntkan secara tertulis oleh
Komisi kepada Pelaku usaha.

Penilaian Awal dilakukan dalam jangka waktu selamnt@abatnya 30 (tiga puluh)

hari untuk menilai derajat konsentrasi pasar sebedan sesudah merger melalui
pengukuran HHI (untuk merger horisontal) dan eksisit posisi dominan (untuk

merger vertikal).

Berdasarkan penilaian terhadap HHI pasca mergengénéorisontal) dan eksistensi
posisi dominan (merger vertikal), maka terdapat Hemungkinan hasil Penilaian
Awal, yaitu:

a. Pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli p@saingan usaha tidak
sehat yang diakibatkan merger jika:
- HHI pasca merger di bawah 1800;

- HHI pasca merger di atas 1800 dengan perubahata)d&l bawah 150;
atau

- Tidak ada posisi dominan yang dimiliki kelompok he&ayang melakukan
merger vertikal.

b. Dilanjutkan ke tahap Penilaian Menyeluruh jika HHil atas 1800 dengan
perubahan (delta) di atas 150.

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam hpuhari Komisi akan
melakukan Penilaian Menyeluruh dengan mengumputi@a dan informasi dari
berbagai pihak seperti, pesaing, konsumen, peraériman pihak-pihak lain yang
dianggap perlu.

10.Komisi akan mengeluarkan Pendapat Komisi terhadapcana merger yang

disampaikan kepada pelaku usaha yang bersangkuaan ntengumumkannya
sekurang-kurangnya melalui website Komisi.
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2. Output Konsultas

Terhadap Konsultasi tertulis yang dilakukan oletalRe Usaha yang akan melakukan
merger, terdapat tiga kemungkinan Pendapat Kogagiy:

a. Pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli @esaingan usaha tidak sehat
yang diakibatkan merger.

b. Pendapat adanya dugaan praktik monopoli atau pgesaiusaha tidak sehat yang
diakibatkan merger.

c. Pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli @egsaingan usaha tidak sehat
yang diakibatkan merger dengan catatan berupa simatau bimbingan yang
harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Untuk pendapat huruf ¢ di atas, maka Komisi akafakukan kegiatan monitoring
terhadap pelaksanaan catatan-catatan yang telahtdtomisi dalam pendapatnya.
Selanjutnya Komisi akan melakukan evaluasi gunailaieapakah pelaku usaha
pasca merger telah melaksanakan catatan-catataisikersebut atau tidak.

D. Penanganan Perkara Dugaan Pelanggaran Pasal 28 UU No. 5/1999

Komisi menegaskan bahwa merger yang tidak memesydriat untuk dilakukan
pemberitahuan kepada Komisi bukan berarti imun galanggaran Pasal 28 UU No.
5/1999. Pelanggaran terhadap Pasal 28 UU No. 5/d8pat terjadi meskipun nilai aset
atau nilai penjualan hasil merger yang dilakukabaivah batasan nilai yang ditetapkan.

Komisi dapat memulai perkara dugaan pelanggaraml P28 UU No. 5/1999
sebagaimana perkara dugaan pelanggaran pasalipesgla dalam UU No. 5/1999
untuk merger yang tidak memenuhi syarat untuk dikak pemberitahuan.

Selain itu, apabila pelaku usaha telah melakukamsKitasi maupun Pemberitahuan
kepada Komisi dan Komisi mengeluarkan (1) Pendagahya dugaan praktik monopoli
dan/atau persaingan usaha tidak sehat, atau (2apaintidak adanya dugaan praktik
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehatadecatatan, namun pelaku usaha
tersebut tidak sepenuhnya melaksanakan catatanida&umemenuhi esensi dari catatan
Komisi atau tetap melaksanakan merger yang didugiagakibatkan praktik monopoli
dan/atau persaingan usaha tidak sehat tersebutn Kaiisi berhak untuk memulai
perkara inisiatif terhadap merger tersebut dengayaan pelanggaran Pasal 28 UU No.
5/1999.
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BAB VI
CONTOH KASUS

1. Penggabungan

PT B melakukan penggabungan diri dengan PT Y. Ril#lah pengendali PT B, PT
B adalah pengendali PT C. PT Y adalah pengendalzPdan PT Y dikendalikan

oleh PT X. PT X juga mengendalikan PT W, sehing§a/P adalahsister company

dari PT Y. Dengan demikian, nilai aset hasil Peafpggmgan PT Y dengan PT B
adalah penjumlahan nilai aset dari PT A ditambatBRiitambah PT C ditambah PT
X ditambah PT Y dan PT Z. Jika Nilai aset hasilggabungan PT Y dengan PT B
melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun limatus miliar rupiah), maka

berdasarkan ketentuan PP No. 57/2010, penggabuagabut wajib diberitahukan
kepada Komisi paling lambat 30 (tiga puluh) hajakenerger berlaku efektif secara
yuridis.

Atau apabila nilai penjualan hasil penggabungai\Riltambah PT B ditambah PT C
ditambah PT X ditambah PT Y ditambah PT Z melelbtp5.000.000.000.000,00
(lima triliun rupiah), maka sesuai ketentuan PP Bl62010, penggabungan tersebut
wajib diberitahukan kepada Komisi paling lambat(8@a puluh) hari sejak merger
dinyatakan berlaku efektif secara yuridis.

2. Pdeburan Badan Usaha

PT B dan PT Y melakukan peleburan badan usaha dieRja S. PT A adalah
pengendali PT B, PT B adalah pengendali PT C. Raddah pengendali PT Z, dan
PT Y dikendalikan oleh PT X. PT X juga mengendalikal W, sehingga PT W
adalahsister companylari PT Y. Dengan demikian, nilai aset hasil Petah PT Y
dengan PT B adalah penjumlahan nilai aset dari RlitéAnbah PT B ditambah PT C
ditambah PT X ditambah PT Y dan PT Z. Nilai asetily@eleburan PT Y dengan PT
B, yaitu menjadi PT S melebihi Rp2.500.000.000.00@dua triliun lima ratus miliar
rupiah), maka hasil peleburan tersebut wajib dibkukan kepada Komisi paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak peleburan dinkataberlaku efektif secara yuridis.

Atau apabila nilai penjualan hasil Peleburan PTitandbah PT B ditambah PT C
ditambah PT X ditambah PT Y ditambah PT Z, menj&li S melebihi
Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah), makasil peleburan tersebut wajib
diberitahukan kepada Komisi paling lambat 30 (tmduh) hari sejak peleburan
dinyatakan berlaku efektif secara yuridis.
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3. Pengambilalihan Saham Perusahaan

PT B mengambilalih 75% saham PT Y. PT A adalah pedgli PT B, PT B adalah
pengendali PT C. PT Y adalah pengendali PT Z, dary Blikendalikan oleh PT X.
PT X juga mengendalikan PT W, sehingga PT W adsistler companylari PT Y.
Dengan demikian, nilai aset hasil pengambilaliha@T Y oleh PT B adalah
penjumlahan nilai aset dari PT A ditambah PT Brdiidah PT C ditambah PT X
ditambah PT Y dan PT Z. Nilai aset hasil pengarnibda PT Y oleh PT B melebihi
Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus aniliupiah), maka pengambilalihan
saham tersebut wajib diberitahukan kepada Komigigpé&ambat 30 (tiga puluh) hari
sejak pengambilalihan dinyatakan berlaku efentsz yuridis.

Atau apabila nilai penjualan hasil pengambilalireainam PT Y oleh PT B diatas
melebihi Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupgiamaka hasil pengambilalihan
saham tersebut wajib diberitahukan kepada Komigigpé&ambat 30 (tiga puluh) hari
sejak pengambilalihan saham tersebut berlaku éfdara yuridis.

4. Takeover

PT B membeli 70% saham PT Y langsung dari Peme§ahgmnya yaitu PT X. PT
A adalah pengendali PT B, PT B adalah pengendalCPPT Y adalah pengendali
PT Z, dan PT Y dikendalikan oleh PT X. Dengan deamknilai aset hasil pembelian
saham PT Y oleh PT B adalah penjumlahan nilai dagtPT A ditambah PT B
ditambah PT C ditambah PT X ditambah PT Y dan PTNHdai aset hasil
pengambilalihan PT Y oleh PT B melebihi Rp2.500.000.000,00 (dua triliun lima
ratus miliar rupiah), maka pembelian saham PT Yefeut wajib diberitahukan
kepada Komisi paling lambat 30 (tiga puluh) hajakenerger berlaku efektif secara
yuridis.

Atau nilai hasil pembelian saham PT Y oleh PT Btalia mengakibatkan nilai
penjualannya melebihi Rp5.000.000.000.000,00 (limigun rupiah), maka hasil
pembelian saham tersebut wajib diberitahukan kepaaisi paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak pembelian saham tersebut dingatalerlaku efektif secara yuridis.
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BAB VII
ATURAN SANKS|

A. Sanksi Pelanggaran Pasal 28 UU No. 5/1999

Sesuai dengan UU No. 5/1999, Komisi berwenang umbekjatuhkan sanksi berupa
tindakan administratif terhadap pelanggaran ketenalam UU No. 5/1999. Pasal 47
UU No. 5/1999 selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 47
(1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupaakad administratif terhadap pelaku
usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksudrdayat (1) dapat berupa:
a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimarekslich dalam Pasal 4 sampai
dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghenitagrasi vertikal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentkegiatan yang terbukti
menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebablasamgan usaha tidak
sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentp@myalahgunaan posisi
dominan; dan atau
e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan
pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar
rupiah).

Khusus untuk pelanggaran Pasal 28, vyaitu penggangoeleburan, atau
pengambilalihan saham yang mengakibatkan praktikopoli atau persaingan usaha
tidak sehat dapat ditetapkan pembatalan atas pleaggan, peleburan, atau
pengambilalihan saham yang dimaksud. Selain éripembatalan, Komisi dapat juga
menjatuhkan denda antara Rp 1 Miliar sampai derRar25 Miliar terhadap pelaku
usaha yang terbutki melanggar Pasal 28.

Selain sanksi berupa tindakan administratif, UU BA.999 juga mengatur mengenai
sanksi pidana yang dapat dijatuhkan melalui mekamipenanganan perkara pidana.
Pasal 48 UU No. 5/1999 selengkapnya adalah sebagkut:

Pasal 48

(1) Pelanggar an terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal
16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana
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denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)
dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau
pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sarapgad Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20
sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-umdad@ncam pidana denda
serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 ( limamnij@ah) dan setinggi-tingginya
Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupjalatau pidana kurungan
pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undatagig ini diancam pidana denda
serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu mil@ah) dan setinggi-tingginya
Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau p@aurungan pengganti denda
selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

B. Sanks Tidak Menyampaikan Pemberitahuan (Pasal 29 UU No. 5/1999)

Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajibanukumtuk menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis atas merger yanh talmenuhi syarat, maka Komisi
berwenang menjatuhkan sanksi vide Pasal 6 PP NBOBJY berupa denda administratif
sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupialykusetiap hari keterlambatan, dengan
ketentuan denda administratif secara keseluruhanlingpa tinggi  sebesar
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Komisi akan melakukan kegiatan monitoring dari wake waktu dan bekerja sama
dengan instansi terkait untuk dapat mengidentifikaerger yang memenuhi syarat
namun dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ketjdak menyampaikan

pemberitahuan mergernya kepada Komisi.

Dalam hal merger asing telah memenuhi syarat udilakukan pemberitahuan kepada
Komisi namun dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)iHaarja tidak menyampaikan
pemberitahuan mergernya kepada Komisi, maka deatl&mbatan akan dibebankan
kepada bagian dari kelompok usahanya yang berdddahesia.

Komisi akan menggunakan kewenangannya dan jika jppetkerja sama dengan instansi
lain yang berwenang untuk memastikan denda yarajuttikan oleh Komisi terhadap
keterlambatan penyampaian pemberitahuan dipenukeh odPelaku Usaha yang
bersangkutan.
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BAB VII|
PENUTUP

Pedoman ini mengatur tentang Merger yang diatur Blasal 28 dan Pasal 29 UU No.
5/1999 dan PP No. 57/ 2010 yang dapat mengakibatgedinya praktik monopoli
dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Untuk matk@appengaturan yang lebih jelas
mengenai merger, maka pelaku usaha dapat mengguiEdoman ini sebagai salah
satu pedoman dalam melakukan proses merger sehiilggamelanggar ketentuan UU
No. 5/1999. Tidak tertutup kemungkinan bahwa Pedonma belum mengakomodir
seluruh kegiatan merger yang dilarang oleh Pasdb28Pasal 29 UU No. 5/1999 dan PP
No. 57/2010, oleh karena itu akan disempurnakamngedengan perkembangan dunia
usaha yang memungkinkan ditemukannya bentuk-bemenger yang lain yang belum
terurai jelas dalam Pedoman tetapi dapat mengédabaterjadinya praktik monopoli
dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan merugkamtingan umum.
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